
BUPATI KA
RAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 78

TAHUN 2012 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa Gugus Tugas Pencegahan dan Pananganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Karawang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 78
Tahun 2012;

b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang, mengakibatkan perubahan
nomenklatur dari Perangkat Daerah di Kabupaten
Karawang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karawang Nomor 78 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdaganan
Orang di Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4818);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak;

9. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi/atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor I
Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan
Terpadu Bagi Saksi/dan atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2012 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 78 TAHUN 2012
TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN
KARAWANG.



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun
2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Karawang diubah,
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 10 dan
angka 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Karawang.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang
tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten
Karawang.

6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan,
penjeratan utang atau member bayaran, atau manfaat.
Sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.

7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan
atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang.

8. Eksploitasi Ekonomi adalah penggunaan tenaga anak
untuk melakukan setiap imbalan pekerjaan yang
mungkin berbahaya, untuk memperoleh keuntungan
ekonomi baik berupa imbalan tunai atau dalam bentuk
lain sebesar-besarnya, tanpa mempertimbangkan kondisi
dan hak-hak anak sehingga mengganggu pendidikan
anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan
fisik, spiritual, mental,moral atau sosial anak.



9. Eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan
anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau
dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks
perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh
keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan
psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial
yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8
menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur gugus tugas tindak pidana pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten
Karawang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 14 Pebruari 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA
Diundangkan di Karawang
pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 36 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004


